
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR Q\ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2018 
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara 
negara harus melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap 
kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara 
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 
diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada 
Pemerintah Kabupaten Katingan untuk melaporkan 
kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam 
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan keija 
sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;

d. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu 
menyesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Katingan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Katingan;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);



14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2011 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2018 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 
Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 429), diubah 
sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 3

(1) Penyelenggara negara wajib menyampaikan LKHPN kepada 
KPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu :

a. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat 
pertama kali menjabat;

b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara 
setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun; dan

c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara 
negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan 
lima be las hari terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai 
penyelenggara negara.



2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika 
tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat ringan, sedang dan 
berat;

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari :

a. Tingkat ringan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis 
apabila terlambat menyampaikan LHKPN;

b. Tingkat sedang diberikan sanksi berupa penundaan 
Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan apabila 
belum menyampaikan LHKPN setelah mendapat sanksi 
ringan selama 1 (satu) bulan; dan

c. Tingkat berat diberikan sanksi berupa penundaan 
pengangkatan dalam jabatan dan/atau pembatalan 
pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional apabila 
tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau 
lebih secara berturut-turut.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 10

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai 
berikut:
a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, 

dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) 
bulan;

b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan 
LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut 
diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih 
dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sesuai dengan 
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak 
mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat 
tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh 
Bupati.



Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangam 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan.

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kasongan
tanggal, 3& p?SUTV)Xr 9622-

$■1 KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, 202-3-

ETARIS DAERAH 
5UPATEN KATINGAN,

ERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 'ftl


